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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa
secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka
akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta
berkeadilan;

bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi
terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung,
salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai
instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap keadilan sekaligus implementasi asas
penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan
berbiaya ringan;

bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku,
Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar
Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura,

Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia



Mengingat

yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement,
Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk
menempuh proses perdamaian yang dapat
didayagunakan melalui Mediasi dengan
mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di
Pengadilan;

bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian
hukum acara perdata dapat memperkuat dan
mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam
penyelesaian sengketa;

bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan
pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan
mampu meningkatkan  keberhasilan Mediasi di
Pengadilan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d dan
huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah

Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan
Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In
De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad
1927:227);

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene
Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud

dengan:

1.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak
dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki
Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu
Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah
penyelesaian.

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh
akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan
bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan
sertifikasi Mediasi.

Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama
Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan
Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang
mudah dilihat oleh khalayak umum.

Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang
bersengketa dan membawa sengketa mereka ke
Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses
Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di
antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya

perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain
yang diperlukan dalam proses Mediasi.

Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Para
Pihak yang memuat duduk perkara dan wusulan
perdamaian.

Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil
Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan
penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para
Pihak dan Mediator.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan
antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh
pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap
sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau
permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses
Mediasi.

Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah
perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan
Kesepakatan Perdamaian.

Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang
ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan
mengadili perkara.

Pegawai Pengadilan adalah panitera, sekretaris, panitera
pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan
pegawai lainnya.

Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam
lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Hari adalah hari kerja

BAB II
PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 2

Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan
Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara
di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum
maupun peradilan agama.

Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan
peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa
hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa
melalui Mediasi.
Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan
wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan
perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama
Mediator.
Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan
Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para
Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar
ketentuan  peraturan = perundang-undangan = yang
mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan
upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau
Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan
Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses
Mediasi.
Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan
Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.
Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak  diterimanya pemberitahuan putusan sela

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.



(7)

(8)

(1)

(2)

Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi
berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi

atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.

Bagian Kedua

Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Pasal 4
Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan
termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan
verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet)
maupun pihak ketiga (derden wverzet) terhadap
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian
melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian

melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan
ditentukan  tenggang waktu  penyelesaiannya
meliputi antara lain:

1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur
Pengadilan Niaga;

2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur
Pengadilan Hubungan Industrial;

3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha,;

4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen;
permohonan pembatalan putusan arbitrase;
keberatan atas putusan Komisi Informasi;

penyelesaian perselisihan partai politik;



(3)

(4)

(1)

(2)

8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara
gugatan sederhana; dan

9. sengketa lain yang pemeriksaannya di
persidangan  ditentukan tenggang waktu
penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa
hadirnya penggugat atau tergugat yang telah
dipanggil secara patut;

c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak
ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

d. sengketa  mengenai pencegahan, penolakan,
pembatalan dan pengesahan perkawinan,;

e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah
diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui
Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang
terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan
tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang
ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator
bersertifikat.

Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah

Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.

Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang

dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, huruf ¢, dan huruf e tetap dapat
diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap

pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Bagian Ketiga

Sifat Proses Mediasi

Pasal 5
Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali
Para Pihak menghendaki lain.
Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang

tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan
merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media
komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan
semua pihak saling melihat dan mendengar secara

langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Bagian Keempat

Kewajiban Menghadiri Mediasi

Pasal 6

Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan

Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa

hukum.

Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual

jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

dianggap sebagai kehadiran langsung.

Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses

Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi antara lain:

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir
dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat
keterangan dokter;

b. di bawah pengampuan;

c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau
kedudukan di luar negeri; atau

d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bagian Kelima

Iktikad Baik Menempuh Mediasi

Pasal 7
Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh

Mediasi dengan iktikad baik.



(2)

(1)

(2)

(1)

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa
hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh
Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali
berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa
alasan sah;

b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak
pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun
telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-
turut tanpa alasan sah;

c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu
jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak
mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume
Perkara pihak lain; dan/atau

e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan

Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Bagian Keenam

Biaya Mediasi

Paragraf 1

Biaya Jasa Mediator

Pasal 8
Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak
dikenakan biaya.
Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai
Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan

kesepakatan Para Pihak.

Paragraf 2
Biaya Pemanggilan Para Pihak

Pasal 9
Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses
Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak

penggugat melalui panjar biaya perkara.



(2)

(3)

(4)
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Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para
Pihak untuk menghadiri sidang.

Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan
Perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai
kesepakatan Para Pihak.

Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak
berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan Para
Pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali

perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Pasal 10

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan Para Pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada

Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketujuh

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Pasal 11
Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan
atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati
oleh Para Pihak.
Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang
menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang
dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator
Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara
wajib  menyelenggarakan  Mediasi  bertempat di
Pengadilan.
Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi

tidak dikenakan biaya.
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(2)
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Bagian Kedelapan
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Pasal 12

Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan,

Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di

antaranya meliputi:

a. perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian
Mediasi di Pengadilan;

b. pembinaan, pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

c. pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi
Mediasi terakreditasi;

d. penyebarluasan informasi Mediasi; dan

e. pengembangan  kerjasama dengan  organisasi,
lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional,
regional, maupun internasional dalam bidang
Mediasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung.

BAB III
MEDIATOR

Bagian Kesatu

Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Pasal 13
Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang
diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam
pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh
Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh
akreditasi dari Mahkamah Agung.
Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim

tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator



(3)
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dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah
Mediator bersertifikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga
sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung.

Bagian Kedua

Tahapan Tugas Mediator

Pasal 14

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

a.

7Q

memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada

Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;

menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada

Para Pihak;

menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral

dan tidak mengambil keputusan;

membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para

Pihak;

menjelaskan bahwa  Mediator dapat mengadakan

pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak

lainnya (kaukus);

menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;

mengisi formulir jadwal mediasi.

memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk

menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian,;

menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan

pembahasan berdasarkan skala proritas;

memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:

1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;

2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi
Para Pihak; dan

3. bekerja sama mencapai penyelesaian;

membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan

Kesepakatan Perdamaian;
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l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan
dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada
Hakim Pemeriksa Perkara;

m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad
baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa
Perkara;

n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Bagian Ketiga

Pedoman Perilaku Mediator

Pasal 15
(1) Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku
Mediator.
(2) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib
mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16
Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja Hakim
atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan
perkara melalui Mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung.

BAB IV
TAHAPAN PRAMEDIASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Pasal 17
(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh
Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para
Pihak untuk menempuh Mediasi.
(2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)
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Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang
pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi
sesuai dengan praktik hukum acara.

Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap

diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara

sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.

Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang

kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi

pelaksanaan Mediasi.

Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur

Mediasi kepada Para Pihak.

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

meliputi:

a. pengertian dan manfaat Mediasi;

b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung
pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas
perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;

c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan
Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;

d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian
melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan;
dan

e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani
formulir penjelasan Mediasi.

Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir

penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat

pernyataan bahwa Para Pihak:

a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara
lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;

b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan

c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau

kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari

Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas

perkara.
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(10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa

(1)

(2)

(3)

(4)

Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan
Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib

dimuat dalam berita acara sidang.

Bagian Kedua

Kewajiban Kuasa Hukum

Pasal 18

Kuasa  hukum  wajib membantu Para  Pihak

melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses

Mediasi.

Kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di antaranya meliputi:

a. menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7)
kepada Para Pihak;

b. mendorong Para Pihak berperan langsung secara
aktif dalam proses Mediasi;

c. membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan,
kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa
selama proses Mediasi;

d. membantu Para Pihak merumuskan rencana dan
usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para
Pihak mencapai kesepakatan;

e. menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban
kuasa hukum.

Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan

alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk

melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa

khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk
mengambil keputusan.

Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi

dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan
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cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau

kuasa hukumnya.

Bagian Ketiga
Hak Para Pihak Memilih Mediator

Pasal 19
Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator
yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang
Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan
disepakati oleh para Mediator.
Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat

Batas Waktu Pemilihan Mediator

Pasal 20

Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban
melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para
Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari
berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator
termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan
penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai
Pengadilan.

Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan
mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih
Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara
segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai
Pengadilan.

Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim

bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang
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bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara
menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk
menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan
Hakim yang bersertifikat.

Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim
Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis
Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang
memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan
menunjuk Mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator
melalui panitera pengganti.

Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses
persidangan untuk memberikan kesempatan kepada

Para Pihak menempuh Mediasi.

Bagian Kelima

Pemanggilan Para Pihak

Pasal 21
Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan
Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan
sebagai Mediator.
Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan,
Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui
Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan
bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk
menghadiri pertemuan Mediasi.
Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi
hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa
ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara,
juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan
perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk

melakukan panggilan.
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Bagian Keenam

Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22
Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik
dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula
kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak
beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai
rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan
besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak
dapat dilaksanakannya Mediasi.
Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan
putusan yang merupakan putusan akhir yang
menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai
penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya
perkara.
Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat
dapat diambil dari panjar biaya perkara atau
pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan

kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 23

Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai
kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.

Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak
beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai
rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan
besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak

dapat dilaksanakannya Mediasi.
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Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim
Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan
berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang
menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan
menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib
disebutkan dalam amar putusan akhir.

Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimenangkan dalam putusan, amar putusan
menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat,
sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada
penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan
agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya
perkara dibebankan kepada penggugat.

Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan
diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan
Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan
tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan
tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara

tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

BAB V
TAHAPAN PROSES MEDIASI

Bagian Kesatu

Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses

Mediasi

Pasal 24
Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak

penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
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(5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara
kepada pihak lain dan Mediator.

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan
Mediasi.

Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu
Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim

Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

Pasal 25
Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada
posita dan petitum gugatan.
Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas
permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat
(1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan

kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Bagian Ketiga
Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Pasal 26
Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum,
Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli,
tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan
tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari
penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Bagian Keempat

Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak
dengan  bantuan = Mediator @ wajib merumuskan
kesepakatan secara tertulis dalam = Kesepakatan
Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan
Mediator.
Dalam membantu merumuskan Kesepakatan
Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan
Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum,

dan/atau kesusilaan;
b. merugikan pihak ketiga; atau
c. tidak dapat dilaksanakan.
Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum,
penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat
dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara
tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang
dicapai.
Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan
Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa
Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan
Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian,
Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan
gugatan.
Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan
Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan

melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 28
Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Hakim
Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya

dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
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Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan
dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim
Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan
Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai
petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak,
Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan
Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim
Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak  tanggal penerimaan  petunjuk  perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan
Perdamaian  yang telah  memenuhi  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim
Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang
untuk membacakan Akta Perdamaian.

Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta
Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan

informasi di Pengadilan.

Bagian Kelima

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Pasal 29

Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara
penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat
mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak
tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak
lawan.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan
ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak
tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
Kesepakatan  Perdamaian  Sebagian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta

Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta
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kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak
mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal
27 ayat (2).

Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap
pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian
Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian
penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau
seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang
tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah
gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan
perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau

peninjauan kembali.

Pasal 30

Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas
sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan
hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan
Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa
Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan
terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang
belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.

Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas
objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa
Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian
Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar
putusan.

Kesepakatan  Perdamaian  Sebagian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku
pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara
dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau

peninjauan kembali.
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Pasal 31

Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan
peradilan agama yang tuntutan perceraian
dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak
tidak mencapai kesepakatan wuntuk hidup rukun
kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas
tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian
Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya
dengan perkara perceraian.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara
yang mengabulkan gugatan perceraian telah
berkekuatan hukum tetap.

Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika
Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para
Pihak bersedia rukun kembali selama proses

pemeriksaan perkara.

Bagian Keenam

Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Pasal 32

Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil

mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara

tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai
batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut
perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (2) dan ayat (3); atau

b. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d

dan huruf e.
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Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat
dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis
kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan
yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga
pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi
salah satu pihak dalam proses Mediasi;

2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan
dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek
hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga
tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau

3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan
dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek
hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak
pernah hadir dalam proses Mediasi.

b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi
di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara,
kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-
pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis
dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan
Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil
keputusan dalam proses Mediasi.

c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
a, huruf b, dan huruf c.

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa

Perkara  segera  menerbitkan  penetapan  untuk

melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan

ketentuan hukum acara yang berlaku.
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BAB VI
PERDAMAIAN SUKARELA

Bagian Kesatu

Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Pasal 33

(1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim
Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau
mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan
putusan.

(2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan
permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk
melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan
perkara.

(3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk
melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan
penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim
Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator
dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.

(4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum

Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali

Pasal 34
(1) Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya
hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, Para
Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya
perdamaian:
(2) Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan
mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis

kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding,
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kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan
Akta Perdamaian sepanjang memenuhi ketentuan Pasal
27 ayat (2).

Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memuat ketentuan yang
mengesampingkan putusan yang telah ada.

Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa
Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan
kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.
Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan
kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan
Kesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

BAB VII
KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI

Pasal 35

Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi
dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat
(3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu
penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam
kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian
perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat
banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Terhadap Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)
dan Pasal 23 ayat (8) serta penetapan penghukuman
Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan,
pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses
Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam

proses persidangan perkara.
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Catatan  Mediator wajib  dimusnahkan  dengan
berakhirnya proses Mediasi.

Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses
persidangan perkara yang bersangkutan.

Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban
pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan

Perdamaian hasil Mediasi.

BAB VIII
PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 36
Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator
bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di
luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat
mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada
Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta
Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan
dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan
hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya
akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi
Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai
dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan
Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara
dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari

yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.
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Pasal 37

(1) Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk
dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib
memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal
yang harus diperbaiki.

(2) Dengan  tetap memperhatikan tenggang  waktu
penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Para Pihak wajib
segera memperbaiki dan menyampaikan kembali
Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada

Hakim Pemeriksa Perkara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 39
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MUHAMMAD HATTA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 175
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA




DAFTAR WAWANCARA
Identitas Para Hakim
Nama
NIP
Jabatan
Tempat/Tanggal Lahir:
Agama
Pendidikan
Alamat
Instansi

No. Handphone

1. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara
ekonomi syariah di Pengadilan Agama?
2) Bagaimana upaya Pengadilan Agama/hakim/mediator dalam

menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui mediasi?

3) Apakah dalam upaya tersebut, pengadilan/hakim/mediator bekerja sama
dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-pihak itu? apa dan bagaimana

bentuk kerja samanya?



4) Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan

5)

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Agama/hakim/mediator dalam upaya menyelesaikan perkara ekonomi

syariah melalui mediasi? Strategi apa yang dilakukan mediator dalam upaya
keberhasilan mediasi?

Apa saja hal-hal yang harus dihindari oleh mediator dalam memediasi?

Tata Kelola Mediasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

Menurut Anda apakah sertifikasi hukum ekonomi syariah sudah
meningkatkan efektivitas penanganan perkara ekonomi syariah di
Pengadilan Agama?

Menurut Anda apakah pelatihan hakim mediator sudah dapat mencukupi
kebutuhan pemahaman hakim terkait teori dan praktik bisnis yang
berdasarkan prinsip ekonomi syariah?

Apakah jumlah kebutuhan hakim mediator di Pengadilan Agama sudah
terpenuhi?

Bagaimana kebijakan Pengadilan Agama terhadap hakim terkait tugas
mediator sekaligus hakim pemeriksa perkara?

Bagaimana hasil mediasi perkara ekonomi syariah yang selama ini telah
dilaksanakan di Pengadilan Agama? Apakah kedua belah pihak berperkara
dapat menemukan titik temu dalam mediasi?

Apakah aturan-aturan terkait mediasi ekonomi syariah telah dilaksanakan

dengan baik khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama?



3. Sertifikasi Hakim Mediator Di Pengadilan Agama

1) Ada berapa hakim di Pengadilan Agama?

2) Apakah Pengadilan Agama memiliki hakim yang bersertifikat hakim
mediator? jika ada, berapa jumlah hakim yang bersertifikat hakim
mediator? jika tidak, mengapa tidak ada hakim yang bersertifikat hakim
mediator?

3) Ada berapa kasus Sengketa ekonomi syariah yang masuk semenjak
diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama?

4) Apakah dari kasus yang ada, telah ditangani oleh hakim yang bersertifikat
hakim mediator?

5) Apa saja kendala hakim dalam mendapatkan sertifikasi hakim mediator?



Hakim Bjm 1




DOKUMENTASI DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

1 Bl ==
KETUA PA BANJARMASIN 1

PENGADILAN AGAMA
BAMJARMASIN
KELAS 1A

KANTOR PA BIM 1



DOKUMENTASI DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

STHN] —
PENRA 54
me-nn G

KANTOR PABJB 1

DOKUMENTASI DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

wawancara ibu hakim mtp 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari ac.id Web: www.syariah uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- #9096 /Un.14/111.2/PP.00.9/10/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian
Saudara (1) :

Nama : Neza Vi Sahara

NIM ;180102040450

Program/Jurusan : S.1/HES (Muamalat) :

Judul . Mediasi Sengketa FEkonomi Syariah di Pengadilan Agama

Banjarmasin (Studi Kasus Putusan No. 368/Pdt. G/2020/PA.Bjm)

#

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing,
kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbingl  : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Pembimbing [ : M. Haris, SH, M Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
Il tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan),

2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;

3. Mahasiswa (i) ybs;

4. Arsip. =



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

UIN Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah vin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : B- 1u?l /Un. 14/111.2/PP.00.9/1/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi
berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru
terhadap skripsi Saudara (1) :

Nama : Neza Vi Sahara

NIM : 180102040450

Program/Jurusan : S.1/ HES (Muamalat)

Judul Terdahulu : Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama
Banjarmasin (Studi Kasus No. 368/Pdt. G&2020/Pa Bjm)

Judul Baru : Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di
Kalimantan Selatan.

Dengan tim pembimbing sebagai berikut
Pembimbing [ . Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing I : Muhammad Haris, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan
pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan-dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasity, 14 Januari 2022
:@m % 8

“Pr.Hi. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001
Tembusan : %

1. Rektor UIN Antasari (scbagai laporan), -
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing I1;

3. Mahasiswa (i) vbs:

4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
U[N FAKULTAS SYARIAH

I AL Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3132 /Un.04/11.1/PP.00.9/11/2021 Banjarmasin, 3 November 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Wakiu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth

Neza Vi Sahara / 180102040450

di

Banjarmasin

Assalamu’'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 1 November 2021, maka dengan ini
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi SyariahFakultas Syariah UIN Antasari menetapkan
wakiu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM - Neza Vi Sahara / 180102040450

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Banjarmasin (Studi Kasus Putusan No. 368/Pdt.G/2020/PA Bjm)

HariTanggal  : Kamis, 4 November 2021

Waktu : 10.00 - 12.00

Tempat : Ruang Munagasyah Daring
dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguiji | : Dr. H. Jalaluddin, M_Hum.

Penguii i - Muhammad Haris, M.Kn.

Moderator : Hj. Maimunah (180102040308)

Pembahas Utama | - Nur Adni Hafizah / 180102040302
Pembahas Utama | : Nia Astuti / 180102040302

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

oK Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
NIP. 197008201996031003

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikuinya.
No. : 17



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4.5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id _Web: www.syariah uin-antasari ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 296 /Un.14/111.2/PP.00.9/10/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian
Saudara (i) :

Nama : Neza Vi Sahara

NIM ;180102040450

Program/Jurusan : S.1/HES (Muamalat)

Judul . Mediasi Sengketa FEkonomi Syariah di Pengadilan Agama

Banjarmasin (Studi Kasus Putusan No. 368/Pdt.G/2020/PA.Bjm)

+

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing,
kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I :  Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
PembimbinglI : M. Haris, S H, M Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);

2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;

3. Mahasiswa (i) ybs;

4. Arsip. =



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Ji. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www fs_uin-aniasari ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 189 /Un.04/lL1/PP.0G.9/01/2022

Yang bertanda tangan ol bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UiN
Antasari, menyatakan dengan sebenamya bahwa:

Nama : ‘Neza Vi Sahara

NIM . 180102040450

Program studi + Hukum Ekonomi Syariah

Judui : Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Banjarmasin

(Studi Kasus Putusan No. 368/Pdt.G/2020/PA Bjm)

Teiah meiaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggatl . _Kamis, 4 November 2021

Wakiu - 10.00-12.00

Tempat - Ruang Munagasyah Daring
dengan susunan tim seminar sebagai berkui:

Penguiji | * Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Penguiji * Muhammad Haris, M.Kn.

Maderator ! Hi Maimunah

Pembahas Utama | : Nur Adni Hafizah / 180102040309
Pembahas Utama |/ - Nia Astuti / 180102040302

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banijarmasin, 12 Januar 2022
_.... Kaprodi

e

NIP. 18881117 201101 1 005

Tembusan:

il B e

Rektor UIN Antasari
Kabag Keuangan UIN Aniasad

‘Mahasiswa ybs.

Arsip No.:17




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
U '_N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
s St Telepon (0511) 3265783
Website: www fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 256 /Un.14/111.2/TL.00/01/2022 17 Januari 2022
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin

Assalamu’alaikum Warahmatuilah Wabarakatuh

Dengan Hormal, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama : NEZA VI SAHARA
NIM : 180102040450
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamaiah)
Semester : VI (Tujuhy)
Alamat : JI. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani lll Rt. 30 No.

16 Kec. Banjarmasin Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 17 Januari s/d 17 Februari 2022 dengan judul:

implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan
Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / lbu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatuliah Wabarakatuh.

a.n Dekan
{/akil Dekan Bidang Akademik
Kelembagaapy

mat Sholihin, S.Ag., M.Ag
197301112003121001



UIN

ANTASARI

Nomaor
Sifat
Hal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

- B- 256 /Un.14/111 2/TL_00/01/2022 17 Januari 2022
: Biasa
: Permohonan izin Riset

Yih. Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru

Assalamu’alaikum Warahmatuliah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan
kepada :

Nama : NEZA Vi SAHARA

NiM : 180102040450

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamaiah)

Semester : VH (Tujuh)

Alamat : JI. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani lll Rt. 30 No.

16 Kec. Banjarmasin Selatan

uniuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 17 Januari s/d 17 Februari 2022 dengan judul:

implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan
Seilatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan



| KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
' UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
\t/ ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Ul.N Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Awﬁgﬂ Telepon (0511) 3265783

Website: www fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 256 /Un.14/111.2/TL.00/01/2022 17 Januari 2022
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

Yih. Ketua Pengadiian Agama Mariapura

Assalamu’alaikum Warahmatuliah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama : NEZA VI SAHARA
NiM : 180102040450
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester - : VI (Tujuh)
Alamat : JI. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani lll Rt. 30 No.

16 Kec. Banjarmasin Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 17 Januari s/d 17 Februari 2022 dengan judul:

implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan
Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / lbu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih. '

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan

2/ Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
K}IP. 197301112003121001



/\, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

£2°2% UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
Y. FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
U lN Telepon (0511) 3265783
ANTASARI Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  :B- 1346 /Un.14/111.2/TL.00/04/2022 11 April 2022
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan lzin Riset

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatuliah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :

Nama : NEZA VI SAHARA

NIM : 180102040450

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Semester : VIl (Delapan)

Alamat . JI. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani |ll RT. 30 No.
16 Kec. Banjarmasin Selatan Kel. Pemurus Baru Kota.
Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari
dari tanggal 12 April - tanggal 30 Juni 2022 dengan judul:

implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Sangketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan
Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1346 /Un.14/111.2/TL.00/04/2022 11 April 2022
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permochonan lzin Riset

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Banjarbaru
di - Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :

Nama : NEZA VI SAHARA

NIM 7 : 180102040450

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Semester : Vill (Delapan)

Alamat : JI. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani Ill RT. 30 No.
16 Kec. Banjarmasin Selatan Kel. Pemurus Baru Kota.
Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari
dari tanggal 12 April - tanggal 30 Juni 2022 dengan judul:

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Sangketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan
Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

2t Sholihin, S.Ag., M.Ag

\\*”ii(_{,{;,’._ 301112003121001



\. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
22y, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

; FAKULTAS SYARIAH
U lN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

o o A Telepon (0511) 3265783

A — Website: www.fs.uin-antasari.ac.id £-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  : B- 1346 /Un.14/I11.2/TL.00/04/2022 11 April 2022
Sifat . Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Martapura
di - Tempat

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :

Nama : NEZA VI SAHARA

NiM - : 180102040450

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Semester : VIl (Delapan) -

Alamat . JI. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani [ll RT. 30 No.
16 Kec. Banjarmasin Selatan Kel. Pemurus Baru Kota.
Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari
dari tanggal 12 April - tanggal 30 Juni 2022 dengan judul:

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Sangketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama di Kalimantan
Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / lbu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatuliah Wabarakatuh.




L3

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB
Jalan Perwira No.79 No.Telp/Fax (0511)4721285,
Email : pa.martapura@gmail.com

Martapura, 70611

Nomor : W.15-A5//280 | HM.00 /4/2022 Martapura, 19 April 2022
Lampiran e

Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
UIN Antasari Banjarmasin
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Banjarmasin Nomor : B-1346/Un.14/111.2/TL.00/04/2022
tanggal 11 April 2022 tentang Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami

beritahukan bahwa Mahasiswa :
Nama :NEZA VI SAHARA
NIM - 180102040450
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah selesai melaksanakan riset dari tanggal 17 Januari - 18 April 2022 di
Pengadilan Agama Martapura Kelas I B, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan
judul “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH
PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

$ ﬁg‘iénawati, S.Ag., M.Sy
NTP 19711118.199803.2.002

} Lbangga £ .
?‘?j’ﬁw‘fﬁ’;ﬁ #g\aﬁgni @% @ INTAN W JANIS

g Tesuss Mieloyast. Mafu, Vi, Apaw



PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
Jalan Trikora No.4 BANJARBARU 70713
%% (0511) 6186512 Fax. 0511-4782026 Emall :
pa.banjarbaru@agmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET
Nomor : W15-A12/397 /PB.00/4/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.l., M.H.I
NIP : 19820713.200704.1.001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Ketua

Kantor / Tempat : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas Il

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : Neza Vi Sahara

NIM : 180102040450

Program Study : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat - JI. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani Il RT.30 No.

16 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kel. Pemurus Baru

Kota Banjarmasin

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Banjarbaru dari tanggal 17 Januari
sampai dengan tanggal 18 April 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan
judul Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Sangketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan
Selatan. ;

Demikian surat keterangan ini' kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

/7 SH14 2 Banjarbaru, 19 Aptil 2022
M4 V7 Ketua, =

L 27 rDr H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.1., M.H.I
e e /NIP. 19820713.200704.1.001




PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A
J1. Jenderal Gatot Subroto No. 8 Banjarmasin 70235 Telp. 0511. 3253379 Fax. 0511.3251609
Website : www.pa-banjarmasin.go.id E-mail : i

SURAT KETERANGAN
W15-A1/ \$30 [HM.01.1/4/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Drs.H.M. Syaukany, M.H.I

NIP, : 19590911 198503 1 006
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya ( IV/d)

Jabatan / pekerjaan : Ketua / Hakim Utama Muda

Unit Kerja : Pengadilan Agama Kelas |A Banjarmasin

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : : Neza Vi Sahara

NIM : 180102040450

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Banjarmasin
Semester : VI (Tujuh)

Alamat . JI. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Handayani lll Rt. 30

No. 16 Kec. Banjarmasin Selatan

Bahwa nama tersebut diatas telah Melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi
dari tanggal 17 Januari s/d 17 Februari 2022 dengan judul “ Implementasi Perma Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sangkefa Ekonomi Syariah Pada
Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan’

Memenuhi Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: B-
256/Un.14/111.2/TL.00/01/2022 Tanggal 17 Januari 2022.

Demikian surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

= /72 Banjarmasin, 19 April 2022




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

UIN  prOGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JI. A. Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

<> KEMENTERIAN AGAMA

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1399 /Un.14/111.1/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah), Fakultas Syarah UIN Antasar, menyatakan dengan sebenamya bahwa:"

Nama - Neza Vi Sahara
NIM - 180102040450
Jurusan - HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:
Hari/Tanggal : Kam, 16/12/2021
Waktu - 13.30-15.30
Tempat : Ruang Munagasyah Daring
dengan susunan tim penguiji sebagai berikut:
Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.

Anggota - Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Anggota - M. Fahmi Nurani, SEi, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,1 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 April 2022

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip

No. : 51



UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 965/Un.14/111.2 /PP.00.9/02 /2022
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Neza Vi Sahara

NIM : 180102040450
Kelahiran Sungai Danau, 25 Agustus 1999
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

j. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001
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K@x KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

® UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

U lN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
..................... Telepon (0511) 3265783
ANTASARI e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Neza Vi Sahara
NIM : 180102040450
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester ' 6
Tahun Akademik : 2020/2021
NO ASPEK KEGIATAN JUMLAH NILAI KETERANGAN
KEGIATAN | KUMULATIF
1. | Aspek Pokok : 1. 1.
a. Aspek keagamaan dan moral | a.9 a. 43 SKK
Pancasila.
b. Aspek penalaran dan b.12 b.33 SKK
idealisme.
c. Aspek kepemimpinan dan c.1 c. 2 SKK
loyalitas terhadap
almamater,negara,bangsa dan
agama
2. | Aspek Penunjang : 2. 2.
a. Aspek pemenuhan bakat a.- a. -
dan minat
b. Aspek pengabdian b. - b. -
masyarakat

22 78 SKK

JUMLAH



http://www.fs.uin.antasari.ac.id/
http://www.fs.uin.antasari.ac.id/
http://www.fs.uin.antasari.ac.id/

A;x KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

byt UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
U lN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
i Telepon (0511) 3265783
ANTASARI e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id
Banjarmasin, Kamis 1 Juli 2021
Dosen Pembimbing Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH.,
NIP. 196611261991021002 NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat

- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa

- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan


http://www.fs.uin.antasari.ac.id/
http://www.fs.uin.antasari.ac.id/
http://www.fs.uin.antasari.ac.id/
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3263783
U lN e-mail: fasvadiain-antasari.ac.idwebsite: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama : Neza Vi Sahara
NIM : 180102040450
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di
K alimantan Selatan

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Pembimbing I1 : Muhammad Haris, M.Kn.

CATATAN PEMBIMBING I CATATAN PEMBIMBING IT

Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
Pembimbing 11.

2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran
ini dapat dicopy). *



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

' ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783
U lN e-mail: fasya@iain-antasari.ac.idwebsite: www.syariah.uin antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neza Vi Sahara

NIM : 180102040450

Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tzhun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Terhadap Penyeclesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di
Kalimantan Selatan

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Pembimbing Il : Muhammad Haris, M.Kn.

CATATAN PEMBIMB]NG 1 CATATAN PEMBIMBING I

/d.&@ 11,9

779 b ehinpey,
/éﬁv 20949

Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
Pembimbing II.

2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran
ini dapat dicopy). >



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783
U lN e-mail: fasyai@iain-antasari.ac.idwebsite: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neza Vi Sahara
NiM : 180102040450
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama D1
Kalimantan Selatan

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing Il : Muhammad Haris, M.Kn.

CATATAN PEMBIMBING | CATATAN PEMBIMBING II
[« bard S }L,-S“J g ¢
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Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
Pembimbing IL.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran
ini dapat dicopy). g




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

> ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783
U IN e-mail: fasvarliain-antasari.ac.idwebsiie: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSE

\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nama : Neza Vi Sahara
NiM : 180102040450
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di
Kalimantan Selatan

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Pembimbing Il : Muhammad Haris, M.Kn.

CATATAN PEMBIMBING I CATATAN PEMBIMBING II
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Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
Pembimbing II.

2. Konsuitasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran
ini dapat dicopy). g
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UIN

Nama

MNIM
Niivi

Jurusan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasyai@iain-antasari.ac.idwebsite: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSH

: Neza Vi Sahara
: 180102040450
: Hukum Ekomomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di

Kalimantan Selatan

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
Pembimbing IT : Muhammad Haris, M.Kn.

CATATAN PEMBIMBING 1 CATATAN PEMBIMBING 11
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Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /

Pembimbing Ii.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran

ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

b ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783
U lN e-mail: fasva@iain-antasari.ac.idwebsite: www_syariah uin antasari_ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Neza Vi Sahara
MIM - 180102040450
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Terhadap Penyelesaian Sengketa Fkonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Di
Kalimantan Selatan

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

Pembimbing II : Muhammad Haris, M.Kn.

CATATAN PEMBIMBING | CATATAN PEMBIMBING 11
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Catatan:
1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
Pembimbing I1.

2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran
ini dapat dicopy). 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
lalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap skripsi:

Nama : Neza Vi Sahara

NIM . 180102040450

Fakultas : Syariah

Jurusan : HES

Judul Skripsi : Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap

Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

Tim Penguji: ' Tanda Tangan
I Dr. H. Jalaluddin, M.Hum o 1
2 H. Fuad Lutfi, S.Ag., M.H 2 % f
3 Dra. Hj. Rusdiyah, MHI sy
4 Muhammad Haris. M.Kn 4 j

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjilidan
sesuai dengan aturan yang berlaku.
Demikianlah surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BanjarmasinZ# April /2022

Notulis

Tuti ah, S.EI, M.HI
NIP. 197904102006041019

*Coret yang tidak perlu



Nama

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan
Agama

Status

Email

No. Hp

Pendidikan

Pengalaman Organisasi

Identitas Orang Tua

RIWAYAT HIDUP

Neza Vi Sahara
Sungai Danau, 25 Agustus 1999

Komp. Handayani 111, No.16 RT.30, Kel.
Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin

Perempuan

Indonesia

Islam

Menikah

nezasaharal4@gmail.com

+62 812 6281 5404

TK Nusa Indah

SDN 1 Sungai Danau

SMP Darul Hijrah Puteri

SMA Darul Hijrah Puteri

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah


mailto:nezasahara14

Ayah

Nama
Pekerjaan

Alamat

Ibu

Nama
Pekerjaan

Alamat

Saudara

Imron Rosyadie

Swasta

JI. Karya Bersama, Gg. Karya Setia Rt. 16 No.
85, Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah

Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan

Nor Latifah

Ibu Rumah Tangga

JI. Karya Bersama, Gg. Karya Setia Rt. 16 No. 85,
Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah
Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan

2 (Dua orang kandung), anak pertama daridua

bersaudara



